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Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk
tahun anggaran 2018, periu landasan dan pedoman agar
dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang
dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2018,

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019,

. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;

. Peraturan Sckretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun
2015 -2019.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN
NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2018.
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Mengesahkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Hal-hal yang belum tertuang dalam Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Seckretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Tahun 2018 ini akan diputuskan lebih lanjut.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Jakar ta
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
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Lampiran-1 Keputusan

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Nomor 186 Tahun 2017

Tanggal 28 Desember 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2018

PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

Rencana pembangunan nasional tahap pertama pemerintah
Kabinet Kerja memasuki tahun keempat pelaksanaan. Pemerintah
sccara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan
pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi
pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen RPJMN
2015-2019 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih
yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum,
Prioritas Nasional dan Program serta kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Dokumen ini menjadi
acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam
menyusun rencana kerjanya.

Kedudukan Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah
berbeda dengan Kementerian/LPNK, dalam arti Setjen Wantannas
melakukan pelayanan staf pada Ketua Wantannas bukan merupakan
lembaga yang bersifat pelayanan publik. Setjen Wantannas dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih terfokus kepada
pelaksanaan pemberian saran tindak kepada Presiden RI selaku ketua
Dewan Ketahanan Nasional terkait telaahan berbagai masalah
nasional krusial mendesak yang bersifat strategis pada aspek
“Defence, security, crisis prevention and resolution yang diwujudkan
dalam bentuk day to day report, incidental report dan emergency report
serta berbagai telaahan strategis dan sumbangan bahan penetapan
kebijakan/saran tindak untuk dibahas dalam sidang Dewan
Ketahanan Nasional atau langsung menjadi bahan pengambilan
keputusan Ketua Dewan Ketahanan Nasional tanpa harus melalui
sidang pleno (bukan konsumsi publik) yang outcome nya tidak perlu
di ketahui karena hak Presiden dalam menjalankan kebijakannya.

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJMN 2015-2019 dan
pelaksanaan Rencana Strategis Setjen Wantannas tahun 2015-2019
maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas




tahun 2018 sebagai landasan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran
dan kegiatan tahun anggaran 2018,

B. Latar Belakang

1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 adalah
memberikan gambaran dan arahan tentang sasaran, kegiatan dan
kemampuan dukungan anggaran yang tersedia.

2, Tujuan
Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah
kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Setjen Wantannas Tahun 2018

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018;

6. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Tahun 2015 - 2019,

7. Peraturan Sckretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor:
13 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional.

II. ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SETJEN WANTANNAS 2018
A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2015-2019
1. Visi

Menjadi lembaga perumus kebijakan dan strategi yang kredibel,
akseptabel dan komprehensif dalam rangka ketahanan nasional.




2. Misi

a. Meningkatnya kredibilitas rumusan rancangan ketetapan
kebijakan terkait sistem nasional dan strategi menghadapi
ancaman dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

b. Meningkatnya kredibilitas rumusan rancangan ketetapan
kebijakan terkait politik dan strategi menghadapi ancaman dalam
rangka pembinaan ketahanan nasional,

¢. Meningkatnya  kredibilitas rumusan rancangan ketetapan
kebijakan terkait pengkajian dan penginderaan menghadapi
ancaman dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

d. Meningkatnya pembinaan di bidang ketahanan nasional dalam
rangka mengurangi resiko pembangunan nasional dan menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara.

B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2015-2019

Tujuan yang ingin dicapai Setjen Wantannas:

1. Terwujudnya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin
keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman
kedaulatan, persatuan dan kesatuan.

2. Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif
dan efisien.

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan pencapaian misi dan
tujuan di atas, sesuai dengan isu-isu menetapkan 2 (dua) sasaran
strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai
berikut:

1. Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin
keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman
kedaulatan, persatuan dan kesatuan.

2. Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan
efisien.

Sesuai dengan 2 (dua) sasaran strategis tersebut, maka ukuran
keberhasilan tercapainya 2 (dua) sasaran strategis tersebut, sebagai
berikut:

1. Indeks ketahanan nasional.
2. Indeks kesehatan organisasi.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas
Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis Setjen Wantannas periode 2015-2019 adalah:




1, Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:
a. Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan
ketahanan nasional.
b. Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional.
¢. Menguatnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang
efektif dan efisien.
2. Strategi Setjen Wantannas yang akan dilaksanakan mencakup
eksternal dan internal, sebagai berikut:
a. Eksternal;

1) Penguatan sistem keamanan yang komprehensif,

2) Peningkatan koordinasi antar institusi pertahanan dan
keamanan dengan institusi lainnya.

3) Peningkatan  pembinaan ketahanan nasional melalui
komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

b. Internal:

1) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel
serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja
lembaga dan pegawai.

2) Meningkatkan kapasitas SDM Setjen Wantannas secara lebih
proporsional dan akuntabel.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Setjen
Wantannas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode
2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung
(generik), sebagai berikut:

a, Program Teknis.

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas

utama Setjen Wantannas dalam kebijakan dan strategi ketahanan

nasional melalui serangkaian kegiatan pengkajian kebijakan dan
strategi serta pembinaan bidang keamanan nasional.

b. Program Generik,
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Setjen Wantannas.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam
kegiatan-kegiatan prioritas Sctjen Wantannas sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan tugas-tugas Setjen
Wantannas:
1) Policy brief yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua
Dewan Keamanan Nasional.
2) Kajian deteksi dini bidang ideologi, politik, ekonomi, sosbud
dan hankam.




3) Kajian kebijakan keamanan nasional yang bersifat strategis,
krusial, dan mendesak,

4) Pembinaan Ketahanan Nasional.

b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):

1) Kegiatan pengelolaan perencanaan, organisasi, dan keuangan.

2) Kegiatan pengelolaan persidangan, sistem informasi, dan
pengawasan internal,

3) Kegiatan pengelolaan internal perkantoran dan kepegawaian.

D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2018

Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan
Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 adalah
terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi, yang
dilaksanakan dengan: melakukan pendekatan keamanan yang
komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional;
meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan
dengan institusi lainnya; meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku
bela negara di masyarakat.

Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018 adalah terbangunnya sistem keamanan
nasional yang terintegrasi melalui: Kajian deteksi dini, Kajian kebijakan
keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak; Indeks ketahanan
nasional yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua Dewan
Keamanan Nasional.

Sesuai dengan sasaran jangka menengah dan tahunan tersebut
di atas, maka sasaran yang ingin dicapai Setjen Wantannas Tahun
2018 adalah:

1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan
Sasaran yang ingin dicapai Biro Perencanaan, Organisasi dan
Keuangan pada Tahun Anggaran 2018 adalah terselenggaranya
perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen
Wantannas melalui upaya pembinaan perencanaan dan organisasi
serta keuangan scbagai berikut :
a. Bagian Perencanaan
1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan
anggaran;
2) Melaksanakan pengawasan dan cvaluasi program dan
anggaran.
b. Bagian Keuangan
1) Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban
keuangan;




2) Melaksanakan laporan keuangan Setjen Wantannas.,
c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana

1) Melaksanakan organisasi yang efektif dan efisien.

2) Melaksanakan tertib organisasi.

2. Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal
Sasaran yang ingin dicapai pada Biro Persidangan, Sisfo dan
Pengawasan Internal pada Tahun Anggaran 2018 adalah: (1)
Tersclenggaranya  pengelolaan persidangan  dan  Sifo  serta
pengawasn internal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
pokok Setjen Wantannas; (2) Terselenggaranya pengelolaan rapat
koordinasi sidang Wantannas; dan (3) terselenggaranya pengelolaan
jalur komunikasi data yang aman dan mutakhir serta pengawasan
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen
Wantannas, melalui upaya sebagai berikut:
a. Bagian Persidangan dan Humas
1) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan layanan
persidangan,;
2) Menyediakan bahan/materi hasil sidang yang telah
diselenggarakan.
3) Melakukan koordinasi dan informasi dengan K/L terkait.
4) Meclakukan pengelolaan dan penatausahaan layanan
kehumasan;
5) Melaksanakan dukungan kegiatan hubungan media,
hubungan lembaga dan publikasi;
b. Bagian Pengawasan Internal
1) Menyelenggarakan pengawasan internal
2) Mclaksanakan administrasi pelaporan pengawasan
internal
3) Membuat rumusan pengawasan internal
c. Bagian Sistem Informasi
1) Melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur
sisfo Setjen Wantannas
2) Melaksanakan dukungan kegiatan kearsipan,
perpustakaan dan info media;
3) Melakukan rumusan sistem informasi

3. Biro Umum
Sasaran yang ingin dicapai Biro Umum pada Tahun Anggaran 2018
adalah terlaksananya penyelenggaraan kepegawaian dan hukum,
perlengkapan, tata usaha dan protokol melalui upaya sebagai
berikut:




a. Bagian Kepegawaian dan Hukum
1)  Merumuskan Daftar Susunan Personel (DSP);
2) Melakukan penilaian dan peningkatan kemampuan SDM;
3) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan
hukum;
4) Melaksanakan pengelolaan tata naskah kepegawaian dan
dokumen kepegawaian serta dokumen perundangan;
5) Mewujudkan tingkat disiplin pegawai;
6) Merumuskan data personil yang mutakhir dan valid:
7) Melaksanakan penyusunan perundang-undangan;
8) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan belanja
pegawai,
b. Bagian Perlengkapan
1) Melaksanakan dukungan operasional perkantoran dan
pemeliharaan asset;
2) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik
Negara (BMN) yang transparan dan akuntabel;
¢. Bagian Tata Usaha dan Protokol
1) Melaksanakan pengelolaan administrasi persuratan dan
ekspedisi;
2) Melakukan dukungan tata usaha pimpinan dan
kesekretariatan,
3) Melakukan dukungan terhadap operasional pimpinan.

4. Deputi Sistem Nasional

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2018 adalah
terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang
dilakukan melalui pengamatan, deteksi dini, evaluasi, analisis dan
perumusan sistem nasional serta penjabarannya ke dalam sub-sub
sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai
bahan masukan kebijakan nasional kepada Presiden Rl selaku
Ketua Wantannas.

5. Deputi Politik dan Strategi
Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2018 adalah
terselenggaranya  kajian  Siklis maupun Dinamis secara
komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Setjen Wantannas, vang dilakukan melalui pengamatan,
deteksi dini, evaluasi, analisis dan perumusan politik strategi
nasional serta rencana kontijensi.




6. Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2018 adalah
terselenggaranya  kajian  Siklis maupun  Dinamis secara
komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Setjen Wantannas yang dilakukan melalui deteksi dini,
pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional, dan
internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional scbhagai
masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).

7. Deputi Pengembangan

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Aanggaran 2018 adalah
terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang
dilakukan melalui pengamatan, deteksi dini, evaluasi, analisis
dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan
pembangunan nasional serta perumusan saran pemecahan krisis
dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan
nasional yang terjadi.

8. Pertimbangan dan saran kebijakan Setjen Wantannas

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2018 adalah
terselenggaranya perumusan pertimbangan dan saran pemecahan
masalah serta kajian kewilayahan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan
melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek
kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional pada
suatu daerah maupun negara lain dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada
Ketua Wantannas {Presiden RI).

E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2018
Kebijakan pembangunan Setjen Wantannas tahun 2018
dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan dari implementasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019. Selain itu tentu saja kebijakan terscbut merupakan komponen
dari RKP 2018, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas
pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor tujuh yaitu terbangunnya
sistern keamanan nasional yang integratif dalam kerangka pembangunan
jangka menengah,
Berbagai kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan Setjen
Wantannas tahun 2018 adalah:
1. Mengerahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas
khususnya personel pemikir untuk melakukan telashan baik yang




bersifat siklis maupun dinamis disesuaikan dengan dinamika
seluruh aspek kehidupan nasional.

2. Mengarahkan scluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas agar
mampu mengembangkan inisiatif, kemudahan untuk memperoleh
akses peningkatan kapasitasnya, dan penguatan tupoksi yang
bersangkutan.

3. Mengarahkan penguatan jejaring kepakaran melalui komunikasi
konstruktif dan kemitraan strategis dengan para pakar yang
mewakili  jalur  aspiratif (anggota DPR, LSM terpilih,
pengamat/pemerhati), jalur akademik (para ilmuwan) dan jalur
empirik (birokrat terpilih).

4. Mengarahkan seluruh sumber daya Setjen Wantannas agar mampu
menunjang berbagai program kegiatan yang telah dirancang Renstra
dan RKT secara efektif dan efisien,

Ill. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2018
A. Program Pembangunan Tahun 2018

Prioritas pembangunan bidang pertahanan keamanan yang
menjadi kewenangan Setjen Wantannas adalah terbangunnya sistem
keamanan nasional yang terintegrasi, merupakan kumpulan dari
kegiatan kegiatan yang dirancang dalam program untuk mencapai
sasaran tertentu atau beberapa sasaran sckaligus. Program
tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/
keselarasan mulai dari RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), dan Penetapan Kinerja,

Sesuar amanat reformasi perencanaan dan penganggaran,
disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Esclon-
1 dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit
kerja di lingkupnya. Program menghasilkan outcome. Sedangkan
kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian
outcome program.

Setjen Wantannas pada tahun 2018 melaksanakan 2
Program Pembangunan Ketahanan Nasional. Masing-masing program
pembangunan ketahanan nasional tersebut mencerminkan tugas
pokok dan fungsi dari 4 unit Eselon-1 lingkup Kedeputian Setjen
Wantannas, 1 unit Eselon-I lingkup Staf Ahli dan 3 Unit Eselon II
lingkup Kebiroan Setjen Wantannas. Ukuran keberhasilan Eselon-|
lingkup kedeputian dalam menjalankan program tersebut diukur
kinerjanya dalam bentuk outcome. Sebagaimana diketahui bahwa
outcome merupakan hasil dari output kegiatan yang dilaksanakan
oleh unit kerja di bawahnya (eselon-Il), Adapun 2 Program
Pembangunan Ketahanan Nasional Tahun 2018 disajikan pada Tabel
A




Tabel A, Program Pembangunan Setjen Wantannas Tahun 2018

No.

Nama Program

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

2 | Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2018

Program pembangunan ketahanan nasional dijabarkan ke
dalam  kegiatan-kegiatan. Pada masing-masing kegiatan
dilaksanakan oleh unit kerja Esclon | dan Eselon Il sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi. Kinerja keberhasilan unit kerja Eselon I,
Esclon II dan unit kerja mandiri dalam melaksanakan kegiatan
diukur dalam bentuk output. Penjabaran 2 program ke dalam 9
kegiatan, secara rinci disajikan pada Tabel B.

Tabel B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas Tahun

2018

No.

Program/Kegiatan/Output/Suboutput

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

1.1

Perencanaan Program, Organisas: dan Pengelolaan

1.2

Pelayanan Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal

1.3

Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Umum

2.

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

2.2

Perumusan Kebijakan Sistem Nasional

23

Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi

24

Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman

2.5

Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko
Pem!

26

Pembangunan i i
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional
Terkait Keahlian Tertentu




C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2018
1. Rencana Kerja

Biro Program, Organisasi dan Keuangan
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro
Program, Organisasi dan Keuangan melaksanakan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
1) Bagian Perencanaan
a) Melaksanakan penyusunan Rencana  Kinerja
Tahunan;
b) Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja;
¢} Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
d) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi program;
e} Melaksanakan pengawasan dan evaluasi anggaran;
f) Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2) Bagian Keuangan
a) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
b) Meclaksanakan verifikasi dokumen keuangan;
c) Melaksanakan pengarsipan dokumen keuangan;
d) Menyusun laporan keuangan semester dan tahunan;
€) Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi
keuangan.
3) Bagian Organisasi dan Tatalaksana
a) Melaksanakan penyusunan Rencana  Strategis
(Renstra) jangka menengah;
b) Merumuskan sasaran Bagian Organisasi dan Tata
Laksana;
c) Melaksanakan pengelolaan Organisasi dan Tata
Laksana yang meliputi penataan organisasi dan
fasilitasi RB.

Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro
Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal melaksanakan
kegiatan-kegiatan scbagai berikut:
1) Bagian Persidangan dan Humas

a) Menyusun rencana kinerja layanan persidangan;

b) Melaksanakan pelayanan persidangan;

¢) Melaksanakan kegiatan produksi dan reproduksi;

d) Melaksanakan layanan rapat koordinasi dengan

anggota tetap Wantannas,




¢) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
persidangan.

f) Menyusun rencana kinerja layanan kehumasan;

g) Melaksanakan kegiatan dan koordinasi pada forum
Bakohumas;

a) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan, serta pendayagunaan bahan pustaka;

h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
kehumasan,

i)  Melaksanakan kegiatan fotografi dan videografi,

j)  Melaksanakan penyusunan Jadwal Retensi Arsip
(JRA) Setjen Wantannas;

k) Melaksanakan pengelolaan arsip Setjen Wantannas;

2) Bagian Sistem Informasi

b) Melaksanakan pengelolaan hubungan media dan
hubungan lembaga,

¢) Melaksanakan pengelolaan bahan publikasi;

d) Melaksanakan pengelolaan penerjemahan;

e) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
infrastruktur sisfo Setjen Wantannas yang meliputi
aplikasi, software, dan hardware jalur komunikasi
data;

3) Bagian Pengawasan Internal

a) Melaksanakan tata usaha pengawasan internal;

b) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
pengawasan intern;

¢) Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi;

d) Melaksanakan pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya.

Biro Umum

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro
Umum melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Bagian Kepegawaian Dan Hukum

a) Melaksanakan pengadaan pegawai melalui mutasi
jabatan dari lintas Kementerian/Lembaga;

b) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
sesuai mekanisme dan prosedur meliputi kenaikan
pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, mutasi
pegawai, cuti, pengusulan tanda penghargaan,
absensi dan pembuatan kartu terkait pegawai serta




2)

3)

c)

d)

c)

h)

i)

pelantikan pejabat struktural;

Melaksanakan pengelolaan tata naskah kepegawaian
dan dokumen kepegawaian sesuai dengan mekanisme
dan prosedur;

Melaksanakan pemutakhiran data pegawai dan
verifikasi data;

Melaksanakan pengiriman personil untuk mengikuti
diklat struktural dan diklat teknis;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
kepegawaian.

Melaksanakan pembayaran belanja pegawai dan
tenaga honorer (keamanan, kebersihan, pramubakti
dan pengemudi);

Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-
undangan dan bantuan hukum

Melaksanakan penelaashan produk hukum dan
pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Bagian Perlengkapan

a)
b)

<)
d)
c)

0
g

h)
i

Melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa;
Melaksanakan pengadministrasian BMN dan barang
persediaan;

Melaksanakan belanja modal yang terdiri dan
pengadaan peralatan pendukung kinerja;
Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor tempat
kerja, kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya;
Mengadakan obat-obatan untuk poliklinik
Wantannas;

Mengadakan pakaian dinas pegawai;

Mengadakan pakaian kerja tenaga keamanan,
kebersihan, pramubakti dan pengemudi;
Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
perlengkapan.

Bagian Tata Usaha dan Protokol

b)

<

d)

Menyelenggarakan kegiatan naskah dinas persuratan
dan keprotokolan;

Mengelola arsip yang meliputi perawatan dan
pemeliharaan arsip;

Meclaksanakan pengawasan kegiatan tata naskah
dinas persuratan dan protokoler;

Mclaksanakan dukungan operasional




pimpinan/ketua lembaga;
¢) Melaksanakan dukungan kesekretariatan;

f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
administrast umum.

Deputi Sistem Nasional

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka

Kedeputian Sistem Nasional melaksanakan kegiatan scbagai

berikut:

1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan
pembentukan Panitia Kerja
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan
tema, dan menyusun Term of Reference (TOR} Kajian
melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta
didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

2) Penyusunan kajian, deteksi dini bidang sistem nasional
Melaksanakan penyusunan kajian bidang sistem nasional
melalui  kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas),
penyusunan naskah perkiraan cepat deteksi dini (Kirpat)
terkait masalah krusial mendesak ipoleksusbud hankam,

3) Evaluasi dan pelaporan
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui
kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan
rapat perumusan materi (Ramusmat).

Deputi Politik dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka

Kedeputian Politik dan Strategi melaksanakan kegiatan

sebagai berikut:

1) Pengumpulan  data, identifikasi masalah dan
pembentukan Panitia Kerja
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan
tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian
melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta
didukung dengan kegiatan pengkajian dacrah (Kajida).

2) Penyusunan kajian, dan deteksi dini bidang politik dan
strategi
Melaksanakan penyusunan kajian bidang politik dan
strategi melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas),
penyusunan naskah perkiraan cepat deteksi dini (Kirpat)
terkait masalah krusial mendesak ipoleksusbud hankam.

3) Evaluasi dan pelaporan




Meclaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui
kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan
rapat permusan materi (Ramusmat).

Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka
Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:

1

2)

3)

Pengumpulan data, identifikasi masalah dan
pembentukan Panitia Kerja.

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan
tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian
melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta
didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
Penyusunan kajian, dan deteksi dini bidang pengkajian
dan penginderaan

Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengkajian dan
penginderaan melalui kegiatan rapat kerja terbatas
(Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat)
terkait masalah krusial mendesak, ipoleksusbud hankam.
Evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui
kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan
rapat permusan materi (Ramusmat).

Deputi Pengembangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka
Kedeputian Pengembangan melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

1)

2)

3

Pengumpulan data, identifikasi masalah dan
pembentukan Panitia Kerja.

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan
tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian
melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta
didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang
pengembangan

Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengembangan
melalui  kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas),
penyusunan naskah perkiraan cepat deteksi dini (Kirpat)
terkait masalah krusial mendesak ipoleksusbud hankam.
Evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui




kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan
rapat permusan materi (Ramusmat).

Pertimbangan dan Saran Kebjjakan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Setjen

Wantannas melaksanakan perumusan pertimbangan dan

saran kebijakan sebagai berikut:

1) Melaksanakan persiapan perumusan kebijakan.

2} Melaksanakan Kajian Kewilayzhan, Kajian Luar Negeri,
dan Perkiraan Cepat,

3) Melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan,

2. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan seluruh Rencana Kerja Setjen

Wantannas TA. 2018 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebesar Rp 42.390.000.000,- (empatpuluh dua
milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian

sebagai berikut:
Berdasarkan jenis belanja, terdin dan :
1) Belanja Pegawai :Rp  23,970.000.000,-
2) Belanja Barang :Rp  18.420.000.000,-

- Belanja Barang Ops. : Rp 5.303.000.000,-
- Belanja Brg Non Ops. : Rp 13.117.000.000,-
Jumlah:Rp 42.390.000.000,-
Berdasarkan jenis program :
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Wantannas: Rp 2.152.600.000,-
a) Pengelolaan Perencanaan,

Organisas: & Keuangan Rp 5.220.000.000,-
b) Pengelolaan Persidangan,
Sisfo & Humas Rp 500.000,000,-
c¢) Pengelolaan Internal Perkantoran &
Kepegawaian Rp 6.432.600.000,-
2) Program Pengembangan Kebijakan
Ketahanan Nasional: Rp 10.237.000.000,-

a) Perumusan Kebijakan Sisnas Rp 2.500.000.000,-
b) Perumusan Kebijakan Polstra Rp 2.400.000.000,-
¢) Perumusan Kebijakan JiandraRp  2.400.000.000,-
d) Perumusan Kebijakan Bang Rp  2.500.000.000,-
e¢) Perumusan Saran Tindak Jakstranas

Terkait Keahlian Tertentu Rp 437,400.000,-




IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas Tahun 2018 yang berisi
tentang detail sasaran, strategi pencapaian program dan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun merupakan pedoman bagi unit-unit kerja
Setien Wantannas dalam menyelenggarakan pembangunan setjen
Wantannas tahun 2018. Di samping itu dengan ditetapkanya indikator-
indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat
diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan
evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada
kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit
kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan,
peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan
koordinasi antara instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat
menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik.

Jakarta, 28 Desember 2017
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,
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